“ SALINAN “

BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

BUPATI BANDUNG,

bahwa ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
nomenklatur Bidang pada Dinas Kesehatan dan dan
Bidang pada RSUD kelas B, serta peningkatan Kelas
RSUD Cicalengka, maka ketentuan sebagaimana diatur
dalam huruf a, perlu diubah dan siseuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor
82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan
Perangkat Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6042);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1039);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor
82), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 68).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor
82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 82), sebagaimana beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82
Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 83); dan

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor
82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2024 Nomor 68).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9

(1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf b, sebagai pelaksana urusan
pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat rumah
sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus,
yang memberikan layanan secara professional dan
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang
terdiri dari:

RSUD Majalaya, Kelas B;

RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
RSUD Cicalengka, Kelas B;

RSUD Bedas Cimaung, Kelas D;
RSUD Bedas Kertasari, Kelas D;
RSUD Bedas Arjasari, Kelas D; dan
g. RSUD Bedas Tegalluar, Kelas D.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) RSUD memiliki otonomi
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian.

(3) RSUD dipimpin oleh Direktur.
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2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 30

(1) Dinkes, terdiri dari:
a. kepala Dinas;

b.

J-

sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. perencana;

2. subbagian umum dan kepegawaian; dan

3. subbagian keuangan.

bidang kesehatan masyarakat,
mengkoordinasikan:

1. penyuluh kesehatan masyarakat; dan
2. administrator kesehatan.

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit,
mengkoordinasikan:

1. administrator kesehatan.
2. epidemiologi kesehatan.

bidang pelayanan kesehatan, mengkoordinasikan
administrator kesehatan;

bidang sumber daya kesehatan,
mengkoordinasikan administrator kesehatan.

Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat
rumah sakit daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus, yang memberikan layanan secara
profesional dan  memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
serta bidang kepegawaian, yang terdiri atas:

1. RSUD Majalaya, Kelas B;

RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
RSUD Cicalengka, Kelas B;

RSUD Bedas Cimaung, Kelas D;
RSUD Bedas Kertasari, Kelas D;
RSUD Bedas Arjasari, Kelas D; dan

. RSUD Bedas Tegalluar, Kelas D.

UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan,
membawahkan subbagian tata usaha;

No kb

UPTD laboratorium kesehatan daerah,
membawahkan subbagian tata usaha; dan

Jabatan Fungsional.

(2) RSUD Majalaya, terdiri dari:

a.
b.

direktur;

wakil direktur umum dan sumber daya,
membawahkan:

1. bagian umum dan kepegawaian,
mengkoordinasikan :

a) analis sumber daya manusia aparatur;
dan

b) analis kebijakan;



C.

d.

2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis
keuangan pusat dan daerah;

3. bagian  perencanaan dan = kehumasan,
mengkoordinasikan:

a) perencana; dan
b) pranata hubungan masyarakat.
wakil direktur pelayanan, membawahkan:

1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan
dokter;

2. bidang pelayanan keperawatan,
mengkoordinasikan perawat.

wakil direktur penunjang, membawahkan:

1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan
dokter;

2. bidang penunjang non medik,
mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(3) RSUD oto iskandar di nata, terdiri dari:

a.

b.

direktur;

wakil direktur umum dan sumber daya,
membawahkan:

1. bagian umum dan kepegawaian,
mengkoordinasikan analis kebijakan;

2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis
keuangan pusat dan daerah;

3. bagian  perencanaan dan = kehumasan,
mengkoordinasikan perencana;

wakil direktur pelayanan, membawahkan:

1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan
dokter;

2. bidang pelayanan keperawatan,
mengkoordinasikan perawat.

wakil direktur penunjang, membawahkan:

1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan
dokter;

2. bidang penunjang non medik,
mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(4) RSUD Cicalengka, terdiri dari:

a.

b.

direktur;

wakil direktur umum dan sumber daya,
membawahkan:

1. bagian umum dan kepegawaian,
mengkoordinasikan analis kebijakan;

2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis
keuangan pusat dan daerah;

3. bagian perencanaan dan kehumasan,
mengkoordinasikan perencana;

wakil direktur pelayanan, membawahkan:

1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan
dokter;



2. bidang pelayanan keperawatan,
mengkoordinasikan perawat.

d. wakil direktur penunjang, membawahkan:

1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan
dokter;

2. bidang penunjang non medik,
mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(5) RSUD Bedas Cimaung, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.
(6) RSUD Bedas Kertasari, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.
(7) RSUD Bedas Arjasari, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.
(8) RSUD Bedas Tegalluar, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.
(9) Bagan struktur organisasi Dinkes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan huruf F, huruf G, huruf H dan huruf I,
Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun
2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun
2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

di Soreang

pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA

AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



F.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINKES

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

BANDUNG

NOMOR : 70 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KEPALA

DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN

DAN SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

___________________________________ B e e

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD MAJALAYA

KEPALA DINAS
DIREKTUR
B
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H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD OTO ISKANDAR DI NATA

KEPALA DINAS

DIREKTUR

KOMITE
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L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD CICALENGKA
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KEPALA DINAS

DIREKTUR

KOMITE
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BUPATI BANDUNG,
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MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA







